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 ABSTRAK  
 
Pencurian Ringan di Lingkungan Ko-Kosan Studi Kasus Polsek 
Depok Barat. Skripsi. Fakta tentang pencurian, dari dulu di negara-dunia hingga 
sekarang, selalu berkejaran dengan semakin bertambahnya jumlah populasi 
manusia. Semakin bertambah jumlah tersebut, maka, secara otomatis, kasus-kasus 
kejahatan, termasuk pencurian, semakin bertambah pula. Dalam skripsi ini, akan 
fokus untuk mengobservasi kasus pencurian ringan yang terjadi pada mahasiswa 
yang bertempat tinggal di wilayah atau naungan Polsek Depok Barat, Sleman, 
Yogyakarta. Pemilihan ruang ini tentu politis bagi peneliti. Maksudnya adalah, 
peneliti sudah mengetahui secara detail terkait informasi pencurian, dan 
kejahatan-kejahatan lainnya, karena sudah lama tinggal di wilayah tersebut 
sehingga sedikit banyak bisa membuat pola seperti apa sebenarnya kasus 
pencurian yang terjadi. Di sisi yang lain, pemilihan lokasi tentu akomodatif terkait 
jumlah mahasiswa yang tinggal di daerah Depok Barat karena berdekatan dengan 
kampus. 
Kajian ini menggunakan beberapa metodologi yang saling berkelindan 
satu sama lain. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
metode deksriptif analitis yang akan menggambarkan dan menguraikan secara 
factual apa yang dilihat dan ditemukan dengan objek penelitian tentang pencurian 
ringan ini. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yang akan 
didudukkan secara sejajar dengan metode kualitatif. Dengan metode yang disebut 
terakhir ini, peneliti menggunakan variabel teknik penelitian yang relevan, seperti 
penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga variabel 
tersebut sangat signifikan dalam menentukan keutuhan kajian tentang pencurian 
ringan 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian ringan terjadi 
digerakkan tidak hanya oleh si pencuri semata, namun disebabkan oleh 
kelengahan, keteledoran mahasiswa yang tinggal di sebuah kos-kosan. Tidak 
adanya kewaspadaan yang terus menerus tersebut menjadi ukuran sukses tidaknya 
sebuah aksi pencurian. Dari sekian data yang disebutkan oleh Polsek Depok Barat, 
kasus ini terjadi rerata tidak hanya di kos-kosan yang jauh dari hiruk-pikuk 
masyarakat setempat. Bahkan di suatu kompleks perumahan pun, seperti di daerah 
Perum Polri, Gowok, yang tingkat keamananya tinggi, tetap saja terjadi tidak 
hanya satu dua kali. Langkah antisipatif yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat 
berbentuk kerjasama sosialisasi ke tingkat pemerintahan terkecil di suatu daerah 
yang dilakukan setidaknya sebulan sekali. Hal lain adalah dengan melakukan 
sweeping di waktu-waktu tertentu di malam hari, tanpa diketahui oleh masyarakat, 
guna mengetahui gerak interaksi yang dilakukan oleh masyarakat guna 
mengetahui pola-pola yang sangat memungkinkan terjadinya kasus pencurian. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. 
Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian:
1
 
“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 
Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian 
belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan kejahatan atau biasa 
disebut dengan kriminalitas. Sedangkan dalam hukum kriminal, pencurian adalah 
pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik,
2
 
tetapi pencurian pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 362 yang 
berbunyi: 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. 
 Jika dilihat dari definisi pencurian diatas, maka terdapat beberapa unsur-
unsur pencurian di antaranya: 
                                                          
1
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
2




1. mengambil barang, 
2. barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian, 




 Moeljetno juga berpendapat masalah pencurian yang terjadi di dalam Pasal 
362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang 
orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang tersebut diartikulasikan 
dengan tindakan yang melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan 
hukum di dalam Pasal 362, perbuatan yang dimaksud tidak dari hal-hal yang 
lahiratau tampak, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.
4
 
Pencurian juga, di sisi yang lain, meliputi benda yang tidak bergerak ataupun 
benda yang dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek 
pencurian ini, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) 
mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, adalah terbatas pada benda-benda 
bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi obyek 
pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. 
Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud, hal ini sesuai dengan unsur 
perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara 
mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda 
bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau 
                                                          
3
  Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 
hlm.. 376. 
4





 Jenis pencurian dan definisi pencurian tidak hanya diatur 
dalam Pasal 362. Akan tetapi, di dalam Pasal 363 mengatur tentang jenis 
pencurian dan pencurian dengan pemberatan,
6




 Tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah 
banyak dan terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan 
yang terjadi di suatu wilayah pasti terdapat unsur sebab akibat, memiliki pola 
yang beragam, acak, namun terdapat nilai-niai kekhasannya yang secara sosial hal 
tersebut juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat. Tindak kejahatan 
memang tidak mengenal tempat dan korban, sebagaimana tindak kejahatan di 
kawasan Daerah Kota Yogyakarta tepatnya di lingkup Polsek Depok Barat. 
Terkait kasus-kasus pencurian ringan di daerah Depok Barat ini, posisi 
peneliti sedikit banyak mengetahui beberapa kejadian yang menimpa masyarakat 
terlebih mahasiswa yang bermukim di kos-kosan. Bahkan dalam kasus-kasus 
tertentu, peneliti ikut terlibat dalam penanganan, baik secara langsung maupun 
tidak, terhadap pencurian yang bisa dibilang lumayan marak akhir-akhir ini. 
Semenjak peneliti tinggal di Yogyakarta sebagai mahasiswa dalam kurun waktu 
                                                          
5
  KUH Perdata Pasal.509. 
6
  Yang dimaksud dengan pencurian berat ialah pencurian biasa di dalam KUHPidana 
Pasal 362, yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: 1. Jika barang yang dicuri itu 
adalah hewan, 2. Jika pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana, 3. Jika pencurian itu 
dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada sebuah 
rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau seizin orang yang berhak, 4. 
Jika pencurian itu dilakukan oleh dua oarang atau lebih secara bersama-sama, 5. Jika pencurian itu 
dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu. 
7
  Maksudnya pencurian itu tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan 
yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan. 
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(kurang lebih) tujuh tahun, peneliti menyaksikan kejadian pencurian hampir 15-an 
kasus, yang beberapa korbannya merupakan teman peneliti sendiri.  
Pencurian tersebut beragam, untuk kasus motor setidaknya ada empat, sisa 
dari yang peneliti ketahui berbentuk pencurian laptop, handphone android (dan 
beberapa alat elektronik lainnya) serta uang. Khusus untuk kasus pencurian motor, 
melihat posisi korban dan barangnya yang terbilang agak “besar” nominalnya, 
maka peneliti dan beberapa teman langsung melaporkan ke pihak yang 
bertanggung jawab, dalam hal ini kepolisian seketika itu juga. Namun, sejauh 
keterlibatan peneliti dalam kasus tersebut, motor yang hilang belum ada yang 
diketemukan, bahkan untuk sebatas diketahui “lari” ke mana.  
Pola-pola pencurian tersebut 60 persen dari yang peneliti ketahui memang 
dilakukan oleh orang yang profesional, seperti yang terjadi pada teman peneliti 
yang dua laptopnya digondol pencuri di kontrakan kos-kosan daerah Gowok. 
Adapun kronologi pencuriannya terjadi di siang hari sekitar jam 11.00, saat dua 
penghuni keluar dan sisa seorang saja yang bernama Taufik Akbar. Kala itu posisi 
laptop ada di kamar beserta handphone android, dan Taufik menjeda waktu untuk 
ke kamar mandi. Dengan waktu Taufik ke kamar mandi tersebut, pencuri 
beraksi—tanpa sepengetahuan penghuni—dengan membawa dua laptop dan satu 
hp android. Kejadian ini tidak ia sadari secara langsung, namun beberapa menit 
kemudian ia, ketika akan mengerjakan tugas, baru mengetahui bahwa barang-
barangnya sudah raib. 
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Untuk kasus pencurian lainnya juga terjadi di daerah Perumahan Polri, 
Gowok, yang menyasar kontrakan beberapa mahasiswa. Barang yang hilang 
berupa dua laptop. Hal aneh yang terjadi dalam kasus ini adalah laptop satunya di 
salah satu kamar tidak diambil oleh pencuri (motif ini hingga kini sulit dipahami), 
padahal jarak kamar bersebelahan. Penghuni kontrakan pada waktu itu tengah 
istrihat, kondisi pintu sebatas ditutup tanpa dikunci. Pencurian lainnya juga di 
Gowok, di tempat yang berbeda, barang yang hilang berupa uang, hp, dan laptop. 
Di kasus yang terakhir ini, peneliti memahami motif pencurian bahkan pelakunya. 
Setelah diadakan rembuk dengan pihak korban, peneliti menemukan jika pencuri 
adalah orang-orang terdekat yang pada dasarnya memang membutuhkan uang.  
Pada dasarnya, dari sedikit kasus pencurian yang peneliti sebutkan di 
muka, dan kasus-kasus lainnya yang peneliti ketahui, peneliti merasa belum ada 
penanganan yang serius dari pihak kepolisian—entah apakah ini memang etika 
kerja kepolisian sendiri yang berhak untuk tidak memberitahu kerja-kerjanya. 
Namun, dari sekian kasus yang peneliti dengar, belum ada satu pun yang berhasil 
ditangani oleh pihak kepolisian. Peneliti, lagi-lagi, hanya merasa korban yang 
bersangkutan hanya sebatas melapor saja.  
Oleh karenanya, dari pelbagai kasus pencurian tersebut, peneliti terpantik 
untuk meneliti dengan tema kajian penanggulangan dari pihak kepolisian terhadap 
kasus-kasus pencurian. Pemilihan Depok Barat sebagai lokasi penelitian karena 
dua hal: karena peneliti benayak mengetahui lokasi yang bersangkutan dan,; 
Depok Barat, di sisi yang lain, merupakan wilayah yang sering peneliti dengar 
informasi tentang kasus-kasus pencurian baik yang terselesaikan maupun tidak. 
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Dalam kajian ini, peneliti sertakan pula terkait perspektif hukum kaitannya 
dengan tindak pidana kasus pencurian ringan. Kegelisahan akademik ini peneliti 
gunakan sebagai media implementasi intelektualitas yang didapat ketika 
mengenyam pendidikan di perkuliahan. Di titik ini kemudian peneliti dapatkan 
urgensi tema kajian tentang pencurian. Bahwa dengan judul yang telah diajukan, 
setidaknya bisa meminimalisir tindak kejahatan, khususnya pencurian ringan, 
yang terjadi di area naungan Polsek Depok Barat. Secara teoritis, dengan tema 
kajian ini, juga akan berdampak setida/knya pada mahasiswa yang memiliki 
ketertarikan yang sama terkait pencurian ringan ini. 
  B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap tindak pencurian ringan yang 
dilakukan oleh Polsek Depok Barat ? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus 
pencurian ringan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dari permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat beberapa 
tujuan dan kegunaan yang menjadi dasar daripada penyusunan tema penelitian ini. 
Adapun tujuan dan kegunaannya adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui proses, bentuk, serta cara penanggulangan kasus pencurian 




b. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kasus pencurian ringan yang terjadi di kos-kosan daerah 
Depok Barat, Sleman, Yogyakarta. 
2. Kegunaan Penelitian 
Pada bagian ini, peneliti membagi dua bagian yang mencakup kegunaan 
teoritis dan praktis, yakni: 
a. Kegunaan teoritis, melatih diskursus teoritis mengenai kajian-kajian yang 
telah didapat peneliti selama perkuliahan; penelitian ini diharapkan 
memberikan kontribusi khazanah keilmuan dalam presfektif Hukum Pidana; 
dapat memberi arahan bagi peneliti yang selanjutnya. 
b. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membahkan 
wawasan keilmuan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya; dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat 
dalam menangani kasus-kasus pencurian ringan.  
D. Telaah Pustaka 
Dalam kajian penelitian skripsi, studi pustaka sangat penting dan berguna 
untuk memastikan keaslian. Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap 
beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi. Peneliti menemukan beberapa skripsi 
yang mempunyai tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari 
beberapa judul skripsi tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan 
antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi sekarang.  
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Skripsi yang ditulis oleh Alvian Solar, dengan judul Hakikat dan Prosedur 
Pemeriksaan Tindak pidana ringan
8
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana hakikat dari tindak pidana ringan dan bagaimana prosedur 
pemeriksaan tindak pidana ringan. Melalui metode penelitian kepustakaan. 
Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, yaitu dengan menggunakan dua 
metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian milik Alvian 
Solar tersebut sangatlah berbeda dengan yang akan diteliti oleh penyusun karena 
penyusun tidak hanya membahas tetang tindak pidana ringan saja melainkan 
membahas juga mengenai Peran serta Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 
dalam menyelesaikan tindak pidana ringan.  
Skripsi yang ditulis oleh Yulianti yang berjudul Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh 
Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks), skripsi tersebut 
membahas tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan No. 
1561/Pid.B/2010/Pn.Mks. dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap anak sebagai pelakutindak pidana pencurian dengan pemberatan 
dalam studi kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks.
9
 Perbedaan skripsi yang 
ditulis oleh saudara Yulianti menggunakan metode kepustakaan dan hanya 
membahas tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 
                                                          
8
 Alvian Solar, “Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak pidana ringan”, Skripsi, 
(Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangit Manado, 2012) 
9
 Yulianti “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks). Skripsi. Bagian 
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2012. 
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oleh anak. Namun, untuk skripsi yang sekarang menggunakan metode 
kepustakaan dan menggumpulan data langsung dari lapangan serta hanya 
membahas mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polsek tentang tindak 
pidana pencurian.  
E. Kerangka Teori 
Pada bagian kerangka teori ini, peneliti akan mengurai tentang beberapa 
penjelasan tema kajian yang sejak awal menjadi fokus penelitian. Adapun hal-hal 
yang peneliti maksud tersebut terkait dua hal yang menjadi tolok-ukur kajian ini, 
yakni kasus pencurian ringan dan konteks penerapan, motif, serta definisinya. 
Pada dasarnya, kasus pencurian secara substansial, merupakan kegiatan paling 
mendasar daripada varian kejahatan itu sendiri, dan pencurian ini merupakan 
bagian di dalam pelbagai kejahatan. Kejahatan, apapun bentuk dan motif yang 
diambil oleh pelaku selamanya harus ditindak sesuai dengan prinsip-prinsip 
keadilan yang telah terbukuan dalam konstitusi dan hukum adat masyarakat.  
1. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan 
cara: 
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application) 
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat media massa.
10
 
Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang 
bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi 
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 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 1996), hlm.. 61. 
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dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana dan cara 
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat 
preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi 
dikelompokkan dalam sarana non penal. 
Penegakan hukum yang sangat  
2. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang 
kebijakan (criminal policy). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari 
kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy), yang terdiri 
dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan 
atau upaya-upaya untum perlindungan masyarakat (social defency policy).
11
 
Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus 
menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat atau social walfare (SW) 
dan perlindungan masyarakat atau social defence (SD). Akan tetapi, juga 
terdapat aspek yang sangat penting di dalam nya adalah aspek 
kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai 
kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Dengan begitu, dalam 
menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan 
harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama 
masalah kejahatan pencurian. 
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3. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di 
masyarakat, yaitu: 
a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan 
dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan 
tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan 
perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis dan hukum kebiasaan, 
dan seterusnya. 
b. Faktor penegak hukum, hal ini merupakan salah-satu kunci dari 
keberhasilan dalam penegakan hukum yang berupa mentalitas atau 
kepribadian dari penegak hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini, 
penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas 
kemasyarakatan, dan seterusnya. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Yaitu 
seperti tenaga manusia ang berpendidikan dan terampil, organisasi yang 
baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas 
yang telah disebutkan di muka mengakibatkan kinerja penegak hukum 
dalam mengatasi suatu kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak 
optimal dan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. 
d. Faktor masyarakat. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam 
membantu suatu penegakan hukum, karena tanpa kesadaran dan 
pengetahuan yang memadai masyarakat terhadap hukum akan 
menghambat kinerja yang ada. Semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan 
12 
 
masyarakat terhadap hukum maka akan semakin memungkinkan 
penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 
kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, maka akan 
semakin sukar atau sulit pelaksanaan penegakan hukum tersebut.  
e. Faktor kebudayaan, yang berupa budaya sebagai hasil karya, cipta, dan 
rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam interaksi kehidupas sosial 
kemasyarakatan. Kebudayaan Indonesia meruapakan dasar dari berlakunya 
hukum adat, sehingga berdampak terhadap terbentuknya hukum tertulis 
(perundang-undangan), yang merupakan cerminan daripada nilai-nilai 
universal daripada hukum adat yang ada. 
Dalam konteks konsepsi teoritis, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan 
beberapa pemaknaan atau devinisi terkait elemen yang memiliki keterkaitan 
dengan tema penelitia yang dipilih.
12
 Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk 
menggambarkan hubungan-hubungan yang ada elemen yang ada baik secara 
normatif maupun empiris, biasanya dilakukan dengan merumuskan definisi-
definisi tertentu atau kelanjutan praksis daripada konsep-konsep yang ada. 
Adapun definisi yang dimaksud di muka yakni: (a) upaya, yang berarti 
suatu usaha untuk mencapai maksud-maksud atau tujuan tertentu dalam 
memecahkan persoalan serta berusaha untuk mencari jalan keluarnya,
13
 (b) 
penanggulangan, memiliki definisi suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2007), 
hlm.. 32. 
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 (c) kepolisian, adalah segala hal-ihwal yang 
berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,
15
 (d) pencurian, merupakan perbuatan mengambil milik orang lain 




F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, 
sistematis, metodis dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan 
pendekatan dengan metode kualitatif diskriptif dengan metode deskriptif analisis. 
Penulis akan menggambarkan dan menguraikan secara faktual apa yang dilihat 
dan ditemukan dengan objek penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Bagdan 
dan Taylor dalam buku penelitian kualitatif mendefinisikan “Metode kualitatif 
sebagai produser penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata 
tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.17 
Dalam konteks hukum, secara spesifik peneliti menggunakan pendekatan 
kasus (case approach). Dalam hal ini, metode pendekatan kasus bertujuan untuk 
mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang dialkukan dalam praktik 
hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus.
18
 Meskipun penelitian ini 
                                                          
14
 Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Bandung: Fokus Media), hlm. 1622 
15
 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisisan…, hlm. 3 
16
 Charly Rudiat, Kamus Hukum Edisi Lengkap (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), hlm. 
347 
17
Lexy. J. Moeleng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdya Karya, 
1933) Cet Ke-1, hlm. 3. 
18
 Muhammad Endriyo Susila, 2012, Buku Pedoman Hukum, Yogyakarta, Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
14 
 
adalah field research, namun tidak menutup kemungkinan konsep-konsep dalam 
ilmu hukum memiliki pengaruh yang cukup kuat atau memberikan suatu solusi 
permasalahan dalam melakukan penelitian.  
Peneliti mempunyai komponen-komponen yang akan ditempuh dalam 
menggali dan menganalisa data untuk menemukan jawaban permasalahan, yaitu : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah field research (studi lapangan), menunjuk pada 
penelitian yang sistematis terhadap situasi dan perubahan sosial.
19
 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua: pertama, sumber 
data primer, data utama
20
 daripada penelitian ini yang didapat dari pihak 
kepolisian yang dalam hal ini adalah Polsek Depok Barat, Sleman, 
Yogyakarta dan beberapa mahasiswa yang memang memiliki keterkaitan 
dengan kasus pencurian ringan yang sebagai korban. Kedua, sumber data 
sekunder, yakni sumber data penunjang yang memiliki ketekaitan baik 
langsung maupun tidak dengan tema penelitian ini. Adapun sumber-
sumber sekunder meliputi artikel, jurnal, surat kabar, dan lain 
sebagainya. 
3. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini adalah Depok Barat, Sleman, Yogyakarta 
yang terbagi dalam dua komponen yakni kepolisian dan kos-kosan 
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 Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan 
(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hlm. 6. 
20
 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rake Sarasin, 1993), hlm. 5. 
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mahasiswa. Alasan pemipihan lokasi tersebut di samping peneliti 
mengenal—meskipun tidak terlalu dekat—dengan pihak kepolisian 
terkait, di sisi yang lain peneliti merupakan mahasiswa yang secara 
teritorial berada dalam kawasan Polsek Depok Barat. Alasan lainnya 
adalah demi kemudahan serta validitas informasi, karena peneliti sendiri 
telah bermukim di Depok Barat selama menjadi mahasiswa. Tidak 
menutup kemungkinan peneliti akan melibatkan masyarakat setempat 
terkait kasus pencurian ringan demi menunjang kesempurnaan penelitian 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 
sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.
21
 Metode 
ini digunakan bukan dalam arti yang sempit, namun melibatkan 
indera semata, namun sisi psikologis daripada peneliti serta objek 
yang diteliti disyaratkan adanya pemusatan perhatian yang 
sedemikian intensif. Sehingga dalam hal ini, baik pihak kepolisian 
maupun mahasiswa di kos-kosan akan benar-benar diposisikan 
sebagai mitra peneliti untuk mengamati dan meonitor dalam 
menjalani proses pengumpulan data yang dibutuhkan. 
b. Wawancara 
Dalam hal ini, wawancara, seturut dengan terminology 
Koentjoroningrat, peneliti definisikan sebagai cara guna memperoleh 
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keterangan ataupun data-data lisan dari responden.
22
 Beberapa pihak 
untuk disebutkan dalam wawancara dengan melibatkan kepolisian 
setempat, mahasiswa, dan masyarakat yang mengetahui tentang 
kasus pencurian ringan. 
c. Dokumentasi 
Data-data yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang meliputi 
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dll.,
23
 akan sangat membanti 
kelengkapan isi penelitian. Untuk disebutkan, salah satu yang dibutuhkan peneliti 
terkait data-data lapangan yang diinisiasi langsung oleh pihak kepolisian 
G. Sistematika Pembahasan 
Bab Pertama, merupakan mula penjelasan tentang motif pemilihan judul 
penelitian serta menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang meliputi kasus 
pencurian ringan di kos-kosan daerah Depok Barat dan penanggulangannya dari 
pihak kepolisian selama ini. Pada bab ini terdapat pula rumusan masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang diisi dengan 
penjelasan konseptual tentang tema penelitian, metodologi penelitian dan yang 
terakhir tentang sistematika kepenulisan skripsi ini. 
Pada bagian Bab Kedua peneliti isi dengan penjelasan deskriptif tentang 
baik devinisi maupun terminologi umum tentang kasus pencurian ringan—serta 
tindak pidananya—dianalisis dalam perspektif hukum. Dalam uraian selanjutnya, 
bab ini pun tidak lupa untuk menjelaskan penanggulangan kasus pencurian. 
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Bab Ketiga, secara keseluruhan, peneliti, dalam bab ini, berusaha untuk 
memosisikan Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta sebagai tumpuan utama 
dalam penjelasan. Hal tersebut meliputi profil, sejarah, serta tugas dan wewenang 
Polsek Depok Barat tersebut. 
Khusus Bab Keempat, peneliti isi dengan analisis tentang proses 
penanggulangan kasus pencurian ringan oleh Polsek Depok Barat, Sleman, 
Yogyakarta. Di dalamnya meliputi pembahasan deskriptif yang tentunya berasal 
dari data-data lapangan yang telah peneliti dapatkan, baik di pihak kepolisian 
setempat maupun data-data lainnya yang menunjang kesempurnaan penelitian ini.  
Pada bagian akhir, di Bab Kelima, berisi tentang penutup mengenai 
kesuluruhan pembahasan penelitian. Dalam bab ini terdapat kesimpulan penelitian 
serta saran-saran yang peneliti tujukan kepada semua pihak yang akan melakukan 






Setelah peneliti melakukan kajian secara deskriptif dalam skripsi terkait 
pencurian ringan di lingkungan kos-kosan mahasiswa di daerah Depok Barat, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni: 
1. Bentuk bentuk penanggulangan dari pihak kepolisian Depok Barat, 
Sleman, Yogykarta berupa sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat 
Depok Barat. Sosialisasi tersebut berbentuk formal maupun informal. 
Bentuk formal sosialisasi yang dilakukan Polsek Depok Barat dilakukan 
setidaknya sebulan sekali. Sosialisasi ini dilakukan baik melibatkan 
institusi kepolisian Polsek Depok Barat secara keseluruhan ataupun hanya 
pihak-pihak tertentu saja. Sosialisasi dalam bentuk formal ini dilakukan 
guna meneruskan program-program yang telah direncanakan sejak awal. 
Adapun bentuk sosialisasi informal yang dilakukan berupa berinteraksi 
secara langsung dengan Masyarakat Depok Barat dalam acara-acara yang 
diadakan oleh masyarakat baik pihak kepolisian diundang sebagai tamu 
ataupun tidak. Dalam momen informal ini, pihak kepolisian mengambil 
inisiatif untuk menyampaikan dengan menghimbau masyarakat agar selalu 
menjaga tingkat kewaspadaan atas kemungkinan kejahatan yang akan 
terjadi, terutama tentang pencurian ringan. 
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Secara internal, kepolisian Depok Barat mengadakan evaluasi terhadap 
institusi kepolisian Depok Barat secara kesuluran gunan didapat hal-hal 
yang selama ini stagnan ataupun menyimpang dari rencana program yang 
telah dibuat di awal waktu. 
Bentuk penanggulangan lainnya dilakukan kepada pelaku ataupun korban 
pencurian. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis 
keduanya agar diketahui pola-pola penyebab terjadinya pencurian 
sehingga didapat sebuah skema umum tentang pencurian ringan itu 
sendiri. 
2. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi kasus 
pencurian ringan di wilayah Depok Barat dianggap oleh kepolisian berasal 
dari korban atau ketua RT atau RW yang bersangkutan. Kedua variabel 
tersebut dianggap oleh pihak kepolisian telat dalam memberikan informasi 
terkait kasus yang terjadi: tidak kooperatif dalam memberikan informasi. 
Dari informasi inilah kemudian menjadi penyebab terjadinya kendala 




Hasil daripada penelitian tentang pencurian ringan di daerah kos-kosan Depok 
Barat ini setidaknya dapat memberikan gambaran yang memadai tentang 
kompleksitas proses terjadi, penanggulangan, serta kendalam dalam menangani kasus 
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pencurian ringan. Akan tetapi, walaupun demikian, usaha deskriptif dalam penelitian 
ini memiliki kemungkinan untuk salah. Dengan kata lain, argumen-argumen peneliti 
tentang tentang kasus pencurian ringan perlu untuk dikaji ulang dalam penelitian-
penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, semestinya penelitian ini dapat menjadi 
sebuah undangan untuk memulai pembicaraan berikutnya. 
Saya menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat deskriptif. Sehingga 
kajian-kajian berikutnya perlu mempertajam kembali penjelasan mengenai fenomena, 
persoalan, serta konflik-konflik dalam kasus pencurian ringan yang ada di 
Yogyakarta. Lebih dari itu, pihak kepolisian yang spesifikasinya Polsek Depok Barat 
perlu untuk diinterview lebih mendalam dan menggunakan keseluhuran data, 
dokumen, atau hasil-hasil evaluasi dari kinerja yang selama ini telah dilakukan.  
Keseluruhan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan, baik langsung maupun 
tidak, dengan stabilitas dan keamanan pun perlu untuk ditelaah lebih mendalam 
karena bagi peneliti, persoalan pencurian ringan muasalnya tidak semata di tubuh 
masyarakat maupun pihak kepolisian Depok Barat itu sendiri. Namun melibatkan 
banyak pihak, aspek, serta wilayah-wilayah lainnya yang sangat terduga seperti, 
apakah ada kecenderungan politisasi terkait fenomena kejahatan terutama kasus 
pencurian ringan di Yogyakarta yang terjadi selama ini(?). Melihat fakta-fakta yang 
telah dianalisis tentang Polsek Depok Barat, peneliti perlu menyampaikan bahwa dari 
sekian kasus yang didapat selama 2017, maka sangat perlu pihak Polsek untuk lebih 
mengintensifkan kembali kerja-kerja dalam menanggulangi kejahatan di wilayahnya, 
terutama tentang kasus pencurian ringan. 
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Di akhir kepenulisan, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang selama ini mendukung demi keutuhan kepenulisan tentang pencurian ringan ini. 
Tak ada gading yang tak retak. Namun, apapun itu, semoga penelitian ini bermanfaan 
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